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Urgensi Penyelenggaraan Pangan dalam Pembangunan 
(UU 18 /2012 tentang Pangan)

✓ Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, 
pemenuhannya dijamin UUD 1945, karena :

✓ Pangan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan
sumber daya manusia yang berkualitas dan pilar utama
pembangunan nasional yang berperan dalam menjaga
stabilitas ekonomi, sosial dan politik

✓ Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, 
keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan 
tingkat nasional, daerah dan perseorangan

Pangan dalam Perspektif
Pembangunan Nasional

Kerangka Pikir Filosofis
Penyelenggaraan Pangan

Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan merupakan fondasi dari
terwujudnya Ketahanan Pangan. Outcome dari ketahanan pangan adalah 

masyarakat dan perseorangan yang sehat, aktif dan produktif secara 
berkelanjutan. Secara sederhana seperti bagan berikut :

Ketahanan 
Pangan

Kemandirian
Pangan

Kedaulatan
Pangan

• Ketersediaan
• Keterjangkauan
• Pemanfaatan

Masyarakat dan 
perseorangan

yang sehat, aktif 
dan produktif, 

secara
berkelanjutan

Spirit/Fondasi Ukuran Kinerja Outcome

Hak Azasi
Manusia

Tidak dapat
ditunda

Harus tersedia
secara merata di 
seluruh wilayah

Pasal 126 :

Dalam hal mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian
Pangan, dan Ketahanan Pangan Nasional, dibentuk Lembaga
Pemerintah yang menangani bidang Pangan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
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CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN

Indeks Ketahanan Pangan Daerah

Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
Provinsi Banten selama periode 2020–
2025 menunjukkan pola yang
berfluktuasi. Secara umum, IKP Banten
sempat mengalami peningkatan dari
tahun 2020 hingga 2024, sebelum
akhirnya menurun pada tahun 2025
sebesar 1,47 poin, dari 79,25 menjadi
77,78.

Penurunan tersebut terutama
dipengaruhi oleh dinamika IKP pada
tingkat kabupaten/kota. Kabupaten
Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan
mencatat penurunan paling signifikan
pada tahun 2025, masing-masing
sebesar 10,39 poin dan 10,43 poin.
Selain itu, penurunan pada Kota
Tangerang dan Kota Cilegon turut
memberikan kontribusi terhadap
penurunan capaian provinsi.
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Tahun
2020-2025POLA PANGAN HARAPAN PROVINSI BANTEN

➢ Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan pangan yang diharapkan dapat
memenuhi kebutuhan gizi penduduk secara optimal, baik kuantitas, kualitas, 
dan keberagamannya.Kualitas konsumsi pangan penduduk Banten mengarah
pada komposisi konsumsi pangan yang beragam;

➢ Skor PPH adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas dan 
keberagaman konsumsi pangan suatu wilayah. Semakin tinggi skor PPH, 
semakin baik kualitas dan keberagaman konsumsi pangan tersebut. 

➢ Skor PPH Provinsi Banten Tahun 2025: 96,0

➢ Konsumsi Energi : 2.148 Kkal/kapita/hari atau 102,3 % terhadap AKE 
2.100 Kkal/kapita/hari

➢ Konsumsi umbi-umbian, sayur dan buah, serta kacang-kacangan
masih perlu di tingkatkan ;

➢ Konsumsi padi—padian, serta minyak dan lemak telah melebihi
anjuran, begitu juga konsumsi pangan hewani sedikit berlebihan
untukk dapat diturunkan untuk mencapai komposisi pangan
yang beragam dan bergizi seimbang

*   Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan, yaitu 2100 kkal/kapita/hari. 
** Konsumsi protein per kapita di Banten diperkirakan sekitar 57 gram per hari.

TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 2025

TOTAL KONSUMSI  ENERGI 

(Kkal/kap/hari)
      2.250       2.259       2.270       2.207       2.184      2.148 

ANGKA KECUKUPAN ENERGI (AKE %)      107,2      107,6      108,1      105,1      104,0      102,3 

TOTAL KONSUMSI PROTEIN              

(gram protein/kap/hari)
        67,3        66,6        69,3        66,9        66,0        65,3 

ANGKA KECUKUPAN PROTEIN (AKP %)      118,1      116,8      121,6      117,4      115,8      114,6 

POLA PANGAN HARAPAN (PPH 

dengan AKE 2.100 kkal/kap/hari)
        85,4        85,7        93,4        93,2        92,2        96,0 
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Tahun 2025Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi

434.399,87  Beras 

110.000,00   Beras 

131.500,00   Beras 

Beras 

412.899,87  Beras 

Stok Awal CPP Provinsi (Bulog) 1 Januari 2025

Pengadaan CPP Bulan Desember. Tahun 2025

Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah 

ADENDUM PENYESUAIAN HARGA  

STOK CPP Provinsi (Bulog)  31 Desember 2025
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• Gelar Pangan Murah Telah Dilaksanakan Oleh
Pemerintah Provinsi Banten Dan Kabupaten / Kota
Sepanjang Tahun 2020-2025;

• Operasi Pasar Dan Gelar Pangan Murah Disinergikan
Dengan Program Perlindungan Sosial, Penurunan
Stunting Dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif;

• Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya Melaksanakan
Operasi Pasar Murah Bersinergi Dengan Pemerintah
Provinsi Banten.



9* Jumlah kab/kota rentan rawan pangan

• Food Security and Vulnerability Atlas

(FSVA) merupakan peta tematik

yang menggambarkan kondisi

ketahanan pangan dan kerentanan

terhadap rawan pangan,

• Pada tahun 2025 terdapat 20

kecamatan (4,25%) turun dari

sebelumnya 28 Kec. (2023) dan 21

Ke (2024) wilayah rentan rawan

pangan provinsi.

• Aspek penilaian meliputi 3 (tiga) hal

yaitu ketersediaan pangan,

keterjangkauan pangan, dan

pemanfaatan pangan. Data untuk

penilaian masing-masing wilayah

bersumber dari BPS (KSA, Susenas),

Kementan, Kemenkes (SSGI).

KECAMATAN RENTAN RAWAN PANGAN DI PROVINSI BANTEN 

HASIL UPDATE FSVA 2025

No. Nama KAB_KOTA Nama KEC Prioriatas Ket.

1 Tangerang Panongan 2 Rentan

2 Tangerang Pagedangan 2 Rentan

3 Pandeglang Bojong 3 Agak Rentan

4 Pandeglang Cimanuk 3 Agak Rentan

5 Pandeglang Kaduhejo 3 Agak Rentan

6 Pandeglang Majasari 3 Agak Rentan

7 Pandeglang Cadasari 3 Agak Rentan

8 Lebak Malingping 3 Agak Rentan

9 Lebak Banjarsari 3 Agak Rentan

10 Lebak Cileles 3 Agak Rentan

11 Lebak Leuwidamar 3 Agak Rentan

12 Lebak Muncang 3 Agak Rentan

13 Lebak Sajira 3 Agak Rentan

14 Tangerang Cikupa 3 Agak Rentan

15 Tangerang Legok 3 Agak Rentan

16 Tangerang Cisauk 3 Agak Rentan

17 Tangerang Teluknaga 3 Agak Rentan

18 Serang Ciomas 3 Agak Rentan

19 Serang Gunung Sari 3 Agak Rentan

20 Serang Mancak 3 Agak Rentan

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Sangat Rentan 0 0 1 1 0 1 0 0

2 Rentan 2 2 2 3 0 2 4 2

3 Agak Rentan 6 6 3 14 13 25 17 18

4 Agak Tahan 51 51 29 42 32 51 46 43

5 Tahan 73 73 49 62 58 36 43 31

6 Sangat Tahan 23 23 71 33 52 40 45 46

8 8 6 18 13 28 21 20

147 147 149 137 142 127 134 120Jumlah Kecamatan Perioritas 4-6

PRIORITAS 

Jumlah Kecamatan Perioritas 1-3
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Situasi Prevalence of  Undernourishment (PoU) 
Provinsi Banten Tahun 2025

• PoU adalah proporsi populasi penduduk yang mengalami
ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi di
bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat, aktif dan
produktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan.

• PoU Banten Tahun 2025 sebesar 2,88 %, mengalami Penurunan dari
Tahun 2024 sebesar 0,33 %.
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CAPAIAN TARGET JUMLAH SERTIFIKAT / REGISTER 
PENGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DI PROVINSI BANTEN

TAHUN 2025

Dinas Ketahanan Pangan



DASAR HUKUM PELAKSANAAN

UU 18 /2012 TENTANG PANGAN

PP NO 17/2015 TENTANG 
KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR  2  TAHUN  2017  TENTANG 
PENYELENGGARAAN PANGAN 

PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017
GTATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNANDAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN 
PERATURAN DAERAHTENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 
MENENGAH DAERAH, SERTA TATACARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH,RENCANA 
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANAKERJA PEMERINTAH DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG 
MAHA ESAMENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 277 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,perlunya menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
tentangTataCaraPerencanaan,PengendaliandanEvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah 
tentang Rancangan Peraturan DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah danRencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Serta TataCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerahwww.peraturan.go.id

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  NOMOR  4  TAHUN  
2024  TENTANG RPJPD TAHUN 2025-2045

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  NOMOR  1 TAHUN  
2025  TENTANG RPJMD TAHUN 2025-2029

PERATURAN GUBERNUR BANTEN  NOMOR  34 TAHUN  2025  
TENTANG RENSTRA PERANGKATT DAERAH TAHUN 2025-
2029

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 48 TAHUN 2022  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN 
FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

1

2
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VISI DAN MISI RPJMD TAHUN 2025-2029



PROGRAM UNGGULAN DAN PROGRAM TURUNAN DAERAH



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
RENSTRA DINAS DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2026-2030

MISI

TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V
2026 2027 2028 2029 2030

PERKUATAN FONDASI 
PEMERATAAN 

KESEJAHTERAAN 
MELALUI PENDIDIKAN 

INKLUSIF DAN 
INFRASTRUKTUR DASAR 

BERKELANJUTAN

PENINGKATAN DAYA 
SAING SUMBER DAYA 

MANUSIA 
BERINTEGRITAS DAN 
INTEGRASI EKONOMI 

DOMESTIK DAN GLOBAL

PENGUATAN KOLABORASI 
MENUJU DAYA SAING 

PEREKONOMIAN

PERCEPATAN PEMBANGUNAN 
MENUU EKONOMI BERBASIS 

INOVASI

PENCAPAIAN FONDASI KUAT 
PEMERATAAN KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT

MISI 5, WUJUDKAN 
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 
SECARA HOLISTIK DAN RESILIENSI 

TERHADAP BENCANA

Peningkatan Sarana 
Dan Prasarana

Mitigasi Bencana Dan 
Ketersediaan Pangan
Pada Kawasan Rawan 
Bencana, Perdesaan

Dan   Perkotaan

Penguatan Sarana 
Dan Prasarana

Mitigasi Bencana Dan 
Hilirasasi Produk

Ketahanan Pangan
Pada Kawasan Rawan 
Bencana, Perdesaan

Dan Perkotaan

Penguatan Kolaborasi
Antar Daerah Untuk

Meningkatkan Mitigasi
Bencana Dan 

Ketahanan Pangan Pada 
Kawasan Rawan 

Bencana, Perdesaan
Dan Perkotaan

Penguatan Pemanfaatan
Teknologi Mitigasi Bencana

Dan Ketahanan Pangan Pada 
Kawasan Rawan Bencana, 
Perdesaan Dan Perkotaan

Pemantapan Sarana Dan 
Prasarana Mitigasi Bencana
Dan Ketahanan Pangan Pada 

Kawasan Rawan Bencana, 
Perdesaan Dan Perkotaan

ARAH KEBIJAKAN

Peningkatan Pasokan Pangan

Optimalisasi Ketersediaan, Promosi dan Konsumsi Pangan B2SA

Optimalisasi Pembinaan dan Penanganan Daeah Rawan Pangan

Optimalisasi Penjamin Pangan Segar, Keamanan dan Mutu Pangan



IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

BIDANG PANGAN 

)

1. Belum Optimalnya Cadangan Pangan Strategis dan 

Diversifikasi Pangan

2. Belum Memadainya Infrastruktur dan Penunjangnya

bagi Kemandirian Pangan dalam berbagai Sektor

3. Belum Optimalnya Cadangan Pangan Strategis dan 

Diversifikasi Pangan

4. Belum Memadainya Infrastruktur dan Penunjangnya

bagi Kemandirian Pangan dalam berbagai Sektor

5. Belum optimalnya manajemen pusat distribusi pangan

6. Kurang memadainya sarana dan prasarana UPTD 

sertifikasi mutu dan keamanan pangan; 

7. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak

berbanding lurus dengan pertumbuhan produksi bahan

pangan. 

8. Belum memadainya sistem logistik pangan

9. Semakin menurunnya luas lahan pertanian dan daya

dukung alam

10.Belum Terpadunya kebijakan ketahanan pangan

11.Belum Optimalnya Diversifikasi Pangan

12.Belum optimalnya manajemen pusat distribusi pangan

Permasalahan utama pada urusan Pangan :

MASIH RENDAHNYA 
KETERSEDIAAN PANGAN 

STRATEGIS DAN TERJAMINNYA 
KEAMANAN DAN MUTU PANGAN



PRIORITAS DAN STRATEGI KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN PERIODE 2025-2029
Berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dalam RPJPD Provinsi Banten , RPJMD 2025-2029 Dan Program Prioritas Gubernur

Renstra Dinas Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026-2030

)
1.Penguatan Infrastruktur dan Produktivitas
Pertanian:
2.Fokus pada penyediaan dan pengembangan sarana
prasarana pertanian, termasuk optimasi lahan untuk
meningkatkan produksi pangan (khususnya padi dan 
jagung).
2.Pengendalian Stok dan Cadangan 
Pangan: Memastikan surplus pangan di tingkat provinsi
dan kabupaten/kota melalui pengelolaan cadangan
pangan yang optimal (pada 2025 ditargetkan surplus 
pangan di atas rata-rata).
3.Pengamanan Pangan Mandiri (Padi
Gogo): Implementasi program tanam padi gogo di lahan-
lahan strategis untuk memperkuat stok pangan.
4.Penanganan Kerawanan Pangan: Penurunan angka
kerawanan pangan dan gizi masyarakat melalui
intervensi langsung pada wilayah-wilayah rentan.

1.Sinergi Pemangku Kepentingan
(Stakeholders): Memperkuat sinergi dengan TNI/Polri, 
pemerintah pusat, dan pemerintah kabupaten/kota dalam hal
penyaluran bantuan sarana pertanian dan pendampingan.
2.Optimalisasi Cadangan Pangan (Food 
Reserve): Melakukan manajemen cadangan pangan yang 
baik untuk mengantisipasi gejolak harga dan kelangkaan, 
dengan tujuan mencapai surplus.
3.Diversifikasi Pangan Lokal: Meningkatkan
penganekaragaman pangan berbasis potensi lokal dan 
optimalisasi pekarangan masyarakat.
4.Peningkatan Kesejahteraan Petani: Memastikan program 
pangan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan
petani.
5.Pengawasan Keamanan Pangan: Melakukan pengawasan
keamanan pangan yang beredar di masyarakat untuk
memastikan pangan yang dikonsumsi aman dan bergizi.

FOKUS PADA PENGUATAN KETAHANAN PANGAN DAERAH UNTUK MENJADIKAN BANTEN SEBAGAI 
SALAH SATU LUMBUNG PANGAN NASIONAL. 



RENCANA PEMBANGUAN DAERAH –

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN 

TAHUN 
2026-2030

1. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi
Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

2. "Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Masyarakat; Meningkatnya Promosi dan
KonsumsiPangan Lokal"

3. Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan
4. Meningkatkan Keamanan Pangan
1. Pemantapan Pasokan Pangan;
2. Peningkatan Ketersediaan dan Percepatan

Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan
Aman (B2SA) melalui Promosi Berkelanjutan;

3. Penguatan Pembinaan serta Pencegahan dan
Penanganan Daerah Rawan Pangan dan;

4. Penguatan Penjamin Pangan Segar, Keamanan dan
Mutu Pangan

1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA 
EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN 
KEMANDIRIAN PANGAN

2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN 
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
4. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN 

"Meningkatnya Ketahanan Pangan  "

Meningkatk
an daya beli 
masyarakat

2026 2027 2028 2029 2030

79,75 80,25 80,74 81,25 81,75

MENINGKATNYA 
KETERSEDIAAN 

DAN CADANGAN 
PANGAN YANG 
BERKUALITAS 

DAN 
TERJANGKAU

2026 2027 2028 2029 2030

92,56
93,16 93,56 94,16 95,00

Indeks 
Ketahanan

Pangan (IKP) 
(Nilai)

Skor Pola 
Pangan
Harapan 
(Nilai) 



PEMETAAN INDIKASI PROYEK PRIORITAS

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026-2030

DINAS 
KETAHANAN 

PANGAN

PROGRAM 
TURUNAN :  

BANTEN 
MAKMUR

PROGRAM 
UNGULAN 
: BANTEN 

KUAT 

PROGRAM 
TURUNAN :  

EKO  
BANTEN

PROGRAM 
UNGULAN : 

BANTEN 
MAKMUR

PROGRAM 
UNGULAN : 

BANTEN 
MELAYANI

PROGRAM 
TURUNAN : 
TEROBOS

INDIKASI PROYEK PRIORITAS  : 
Inventarisasi dan Penataan Aset

PROGRAM TURUNAN :
INDIKASI PROYEK PRIORITAS  

: PENGEMBANGAN 
JARINGAN DISTRIBUSI 

PANGAN

INDIKASI PROYEK PRIORITAS  
: PENYEDIAAN 

INFRASTRUKTUR 
KETAHANAN PANGAN

PROGRAM 
TURUNAN 

: 
TAMU

INDIKASI PROYEK PRIORITAS :  
PENGUATAN KETERSEDIAAN 
DAN DIVERSIFIKASI PANGAN

RENCANA AKSI: 
Penataan Barang Milik 
Daerah Yang Akuntabel

RENCANA AKSI: Gerakan 
Pangan Murah, dan 

Fasilitasi Kelembagaan   
Distribusi Pangan

RENCANA AKSI: 
Penyediaan Peralatan

Pendukung Kemandirian
Pangan

RENCANA AKSI: 
Pengadaan Cadangan 

Pangan dan Diversifikasi 
Pangan

INDIKASI PROYEK PRIORITAS  : 
DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET 

DAERAH 

RENCANA AKSI: 
Pemeliharaan  Barang Milik 

Daerah  



STRATEGI DAN FOKUS PENANGANAN  KETAHANAN PANGAN MENUJU 
KEDAULATAN 

PANGAN 

STRATEGI / FOKUS 

PENANGANAN
PROGRAM OPD PELAKSANA 

Irigasi Primer dan Sekunder Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) DPUPR

Irigasi Tersier
Program Penyediaan Dan 

Pengembangan Prasarana Pertanian
Dinas Pertanian

Jalan Usaha Tani
Program Penyediaan Dan 

Pengembang an
Dinas Pertanian

  Revitalisasi Pelabuhan
Program Pengelolaan Perikanan 

Tangkap 

Dinas Kelautan dan 

Perikanan 

  Sentra Produksi Pertanian
Program Penyediaan Dan 

Pengembangan Sarana Pertanian
Dinas Pertanian

  Sentra Produksi Peternakan
Program Penyediaan Dan 

Pengembangan Sarana Pertanian 
Dinas Pertanian

  Komoditas perikanan budidaya
Program Pengelolaan Perikanan 

Budidaya  

Dinas Kelautan dan 

Perikanan 

  Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan
Program   Pengelolaa Sumber  Daya  

Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan 

Dinas Ketahanan 

Pangan 

Pemenuhan Cadangan Pangan Provinsi
Program Peningkatan Diversifikasi 

Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 

Dinas Ketahanan 

Pangan 
Program Penanganan Kerawanan 

Pangan 

Dinas Ketahanan 

Pangan 

  Pusat Distribusi Provinsi (PDP)
Program Peningkatan Sarana 

Distribusi Perdagangan 

Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan 

  Akses Pangan Masyarakat
Program Peningkatan Diversifikasi 

Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 

Dinas Ketahanan 

Pangan 

  Keamanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan 

Pangan

Dinas Ketahanan 

Pangan 

KETERJANGKAUAN DAN KEAMANAN PANGAN

KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN
2025-2029 

(Penguatan 

Modal Dasar)

, 2030-2035

(Peningkatan 

Pembangunan) 

2035-2039

(Pengembanga

n Kapabilitas)

2040-2045

(Pemantapan 

Capaian 

Pembangunan) 

Perlindungan, Pengembangan, dan 

Pengendalian Kawasan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan; Peningkatan 

DiversifikasiTanam; serta 

Peningkatan Layanan Irigasi 

Masyarakat 

Pengembangan diversifikasi dan 

konservasi energi, pengembangan  

water-energy-foodnnexus; 

optimalisasin layanan infratsruktur 

pertanian; pengembangan 

diversifikasi pangan dan 

keterjangkauan pangan 

Penerapan climate smart 

agriculture, pertanian konservasi, 

pertanian regeneratif; penerapan 

efisiensi

energi dan pengoptimalan EBT; 

penerapan manajemen air sirkular 

dan efisiensinpenggunaan air 

Pemantapan ketahanan energi, air, 

dan pangan dengan mendorong

konservasi dan efisiensi penggunaan 

sumber daya alam  

Arah
Kebijakan

Pembangun
an Jangka
Panjang 
Daerah 

Provinsi
Banten 
Tahun

2025-2045 

Indikasi

20



Badan  Pangan NasionalDinas  Katahanan Pangan Banten 

Meningkatnya 
Pengelolaam 
Sumber Daya 

Ekonomi Untuk 
Kedaualatan dan 

Keamndirian 
Pangan

Persentase
Cadangan 

Pangan
Pemerintah

Daerah 
Provinsi

(%)
Sasaran Kegiatan

Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Kemandirian Pangan Lainnya

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam
rangka Penyediaan Infrastruktur

Logistik

Penyediaan Infrastruktur Cadangan 
Pangan Pemerintah Provinsi

RANCANGAN PROGRAM KEGIATAN 

OUTCOME
STRATEGI

Meningkatnya Pengelolaan Sumber

Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan

dan Kemandirian Pangan

ARAH KEBIJAKAN 
Pemantapan Pasokan

Pangan

Rencana Aksi Sub kegiatan (ROPSK)

Pengembangan

Data Informasi

• Pemberian Pendukung
Infrastruktur

• Pendataan calon
penerima Tahun n+1

• Monitoring dan 
Evaluasi

Penyediaan

Infrastruktur

Dan Seluruh

Pendukung

Kemandirian

Pangan Pada 

Berbagai Sektor

Sesuai

Kewenangan

Daerah Provinsi

❑ Pemetaan dan 
Pemantapan LPM 8 
Kabupaten/Kota : 

❑ Penyajian Data 
Infrastruktur
berbasis Website

Meningkatnya 
Pengelolaam 
Sumber Daya 

Ekonomi 
Untuk 

Kedaualatan 
dan 

Keamndirian 
Pangan

• Koordinasi dan Sinkronisasi
dalam Rangka Penyediaan
Infrastruktur Logistik

2026 2027 2028 2029 2030

100 100 100 100 100



Badan  Pangan Nasional

RANCANGAN PROGRAM KEGIATAN 

Ketersediaan

Keterjangkaun

Pemanfaatan

STRATEGI

Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan 

Pangan Masyarakat; Meningkatnya Promosi 

dan KonsumsiPangan Lokal

ARAH KEBIJAKAN 

Ketersediaan dan

Percepatan Konsumsi

Pangan (B2SA) melalui Promosi

Rencana Aksi Sub kegiatan (ROPSK)

No
.

Kegiatan
Indikator 
Kegiatan
(output)

3.1.

Penyediaan dan Penyaluran 
Pangan Pokok dan atau Pangan 
Lainnya sesuai dengan Kebutuhan 
Daerah Provinsi dalam Rangka 
Stabilitasi Pasokan dan Harga 
Pangan

Stabilisasi Pasokan 
dan Harga Pangan

3.2.
Pengelolaan dan Keseimbangan 
Cadangan Pangan Provinsi

Terpenuhinya
cadangan pangan

provinsi

3.3.

Promosi Pencapaian Target 
Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun
sesuai dengan Angka Kecukupan
Gizi Melalui Media Provinsi

Terpenuhinya
konsumsi pangan
perkapita/tahun
sesua dengan
kecukupan gizi

Pengembangan

Data Informasi

Pangan

❑ Penyusunan NBM
❑ Prognosa Harga 

Pangan
❑ Panel Harga Pangan
❑ Pengelolaan Data 

CPPD
❑ Direkotori PPH 

Kab/Kota
❑ Data Kebutuhan

Pangan Lokal

• Investigasi Dan 

Monitoring Stok, 

Pasokan Dan Harga

• Penyelenggaraan CPP

• Pemanfaatan P2L di 

Lingkungan Keluarga

• Pengembangan Usaha 

Pengolahan Pangan

Lokal

• Gerakan Pangan

Murah

• Fasilitasi Komoditasi

Pasokan dan harga

Pangan

• Promosi Pengenalan

Aneka Olahan Pangan

Lokal Daerah Rawan 

Pangan Di Provinsi

Banten

• Rakor Satgas

Ketahanan Pangan

• Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Berbasis Sumber Daya Lokal

• Pelatihan Pelaku UMKM  Pangan Lokal

• Gerakan B2SA

• Gerakan Konsumsi Pangan Lokal Pengganti

Karbohidrat

• Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita

Sasaran Kegiatan

2025 2026 2027 2028 2029
KONDISI 
AKHIR

Meningkatnya 

Diversifikasi dan 

Ketahanan Pangan 

Masyarakat

Tingkat Ketersediaan Energi 

berdasarkan  Angka Kecukupan 

Energi (AKE) 2.400 kkal/Kap/Hari 

(kkal/Kap/Hari)

          2.660           2.660           2.665           2.670           2.675            2.680 

Meningkatnya Promosi 

dan Konsumsi Pangan 

Lokal

Tingkat Konsumsi Energi, Berdasarkan 

Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 

kkal/kap/hari                              

(kkal/Kap/Hari)

          2.184           2.190           2.195           2.200           2.205            2.205 

KET.
Target Tahun

OUTCOME  INDIKATOR 

2026 2027 2028 2029 2030

   2.655         2.655         2.670         2.675         2.680     2.685 

   2.180         2.190         2.195         2.200         2.205     2.210 

Baseline 
Tahun
2024

Target Indikator Kinerja Program
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RANCANGAN PROGRAM KEGIATAN 

Meningkatnya
Penanganan
Kerawanan

Pangan

Persentase
Daerah 
Rawan
Pangan

Provinsi Yang
Ditangani)

STRATEGI

Meningkatnya Penanganan 

Kerawanan Pangan

ARAH KEBIJAKAN 
Pembinaan serta Pencegahan

dan Penanganan Daerah

Rawan Pangan

OUTCOME

Rencana Aksi Sub kegiatan (ROPSK)

Target Tahun

2025 2026 2027 2028 2029 KONDISI 
AKHIR

13,54 12,90 11,61 10,96 10,32 96,77 

No. Kegiatan
Indikator 

Kegiatan (output)
4.1. Penyusunan Peta 

Kerentanan dan 
Ketahanan 
Pangan 
kewenangan 
Provinsi 

Persentase Peta 
Kerentanan

dan Ketahanan Pangan
kewenangan Provinsi Yang

dimanfaatkan

4.2. Penanganan 
Kerawanan 
Pangan 
Kewenangan
Provinsi

Persentase Daerah Rawan
Pangan Provinsi Yang

Ditangani

Pengembangan

Data Informasi

Kerawanan Pangan

dan Gizi

• Pelaksanaan Pengadaan, 

Pengelolaan, dan Penyaluran 

Cadangan Pangan Penyaluran 

Cadangan Pangan pada Daerah 

Rawan Pangan

• Pembinaan Intervensi 

Kewaspadaan Pangan dan 

Gizi didaerah dengan nilai 

Pou diatas rata-rata Provinsi 

• Penanganan Kerawanan

Pangan dan Gizi Provinsi, 

• Aksi Gerakan selamatkan

pangan dengan

melibatkan Pentaheliks

(akademisi, Penggiat

Penanganan 

Kerawanan 

Pangan 

Kewenangan 

Provinsi

❑ Pemutakhiran dan 
Analisis Peta 
Ketahanan dan 
Kerentanan Pangan 
Provinsi  (FSVA)

❑ Penyusunan Peta 
Situasi
Kewaspadaan
Pangan dan Gizi
Provinsi

Meningkatnya
Penanganan
Kerawanan

Pangan

Sasaran Kegiatan

2026 2027 2028 2029 2030

   12,90         12,90         11,61         10,96         10,32 9,67

Baseline 
Tahun
2024

Target Indikator Kinerja Program
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RANCANGAN PROGRAM KEGIATAN 

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN 

Rencana Aksi Sub kegiatan (ROPSK)Sasaran Kegiatan

Meningkatkan Keamanan 

Pangan

Penguatan Penjamin Pangan

Segar, Keamanan dan Mutu

Pangan

OUTCOME INDIKATOR 
Target Tahun

KET.
2025 2026 2027 2028 2029 KONDISI 

AKHIR
Meningkatnya
Pengawasan Mutu
dan Keamanaan
Pangan Post Market

Persentase pangan segar asal 
tumbuhan yang memenuhi 

persyaratan mutu dan keamanan 
pangan (Persen)

90,00 92,00 93,00 94,00 95,00 96,00 
POST 

MARKET

Meningkatnya 
perizinan Pangan 
Segar Asal Tumbuhan 
yang Memenuhi 
Persyaratan dan Mutu 
Keamanan sebesar 
20%

Persentase perizinan Pangan 
Segar Asal Tumbuhan (PSAT) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

PRE 
MARKET

PSAT Kegiatan Indikator 
Kegiatan (output)

POST 
MARKET

Pelaksanaan Pengawasan 
Keamanan Pangan Segar 
Distribusi Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota

Persentase pengawasan
Keamanan Pangan Segar
Distribusi Lintas Daerah

Kabupaten/Kota

PRE 
MARKET

Pelaksanaan Pengawasan 
Keamanan Pangan Segar 
Distribusi Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah sertifikasi/registrasi
keamanan dan mutu

pangan
segar asal tumbuhan

• Sinkronisasi Data 

Keamanan Pangan

• Fasilitasi OKKPD

• Advokasi dan Edukasi

sertfikasi PSAT bagi

Pelaku Usaha PSAT

• Audit Lapang Penerapan

Penanganan yg baik

(SPPB) PSAT dan 

Penyebarluasan Data 

Informasi Sertifikasi

PSAT

• Intensifikasi Perizinan

Pangan Segar Asal

Tumbuhan

• Rekomendasi 

Pengawasan 

Keamanan 

Pangan Segar 

Asal 

Tumbuhan

2026 2027 2028 2029 2030
90 92 93 94 95 96

20 20 20 20 20 20

Baseline 
Tahun
2024

Target Indikator Kinerja Program
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T E R I M A
K A S I H

#PetaniPeternakSejahtera

#Pedagang Untung
#MasyarakatTersenyum

22

#Pangan Kuat Indonesia Berdaulat











































































DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPD
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor : DPA/A.1/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2026

Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode
Rekening

Uraian
Jumlah

(Rp)

Jumlah Pendapatan Rp0,00

5 1 BELANJA OPERASI Rp22.644.342.000,00

5 1 01 Belanja Pegawai Rp16.790.123.000,00

5 1 02 Belanja Barang dan Jasa Rp5.854.219.000,00

Jumlah Belanja Rp22.644.342.000,00

Total Surplus/(Defisit) ( Rp22.644.342.000,00 )

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp0,00

Pembiayaan Neto Rp0,00

Rencana Realisasi
Penerimaan per Bulan*)

(Rp)

Rencana Realisasi
Rencana Penarikan Dana per Bulan*)

(Rp)
Serang, Tanggal 03 Januari 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Dr. Nasir, SP., MBA., MP

NIP. 197404102007011012

Januari Rp0,00 Januari Rp465.877.708,00

Februari Rp0,00 Februari Rp1.449.875.510,00

Maret Rp0,00 Maret Rp3.574.249.881,00
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Mengesahkan,

PPKD

Dr. Hj. Rina Dewiyanti, S.E.,M.Si
NIP. 196709281993032009

April Rp0,00 April Rp2.002.964.660,00

Mei Rp0,00 Mei Rp1.919.037.710,00

Juni Rp0,00 Juni Rp2.925.904.381,00

Juli Rp0,00 Juli Rp1.809.304.110,00

Agustus Rp0,00 Agustus Rp1.877.838.810,00

September Rp0,00 September Rp1.637.598.810,00

Oktober Rp0,00 Oktober Rp1.669.463.310,00

November Rp0,00 November Rp1.662.441.713,00

Desember Rp0,00 Desember Rp1.649.785.397,00

Jumlah Rp0,00 Jumlah Rp22.644.342.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. Dr. Mahdani, SE., ST., M.Si., MM. 196902192001121001 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Selaku Wakil Ketua

2. Dr. Hj. Rina Dewiyanti, SE., M.Si. 196709281993032009 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Wakil Ketua

3. Ismail, S.STP., M.Si. 197511051996121001 Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Selaku Sekretaris
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